








24.Bendahara Fenerimaan adalah pejabat fungsiona:i yang ditunjuk untuk menerima.
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan| mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan AF’BD pada SKPD;

25.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pe[af<§anaan APBD pada SKPD:

26.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan; |

27.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan bendahara ;?engeluaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran: |

28 Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung
kelancaran tugas perbendaraan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau
pembuat dokumen penerimaan: .

29.Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung
kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat
dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji; |

30.Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas
akuntansi yang merurut ketentuan peraturan perundang-undangan  wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupalaporan keuangan;

31.Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan
oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi|dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan: ! :

32.Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas|daerah;

33. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah:

34.Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah dar. tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah:

35.Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan dipercieh pembayarannya kembali oleh pemerintah:

36.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja
daerah selama satu periode pelaporan;

37.Defisit Anggaran Daerah adalat selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja
daerah selama satu periode peiaporan:

38.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterirna kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkaﬁn untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran; :

39. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan:

40.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga
daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

41.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut
dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan
implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju: '

42.Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhilungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya; » [I

43.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatanlprograj‘w yang akan atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur;

44. Penganggaran........../5
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Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan dan

mengkoordirasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lermasuk

pengeiolaan keuangan daerah:

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas koordinator di bidang:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD:;

b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

c. Penyusunan Ranperda APBD, Ranperda  Perubahan APBD dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:

d. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan
daerah;

e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan
keuangan daerah juga mempunyai tugas:

Memimpin TAPD:

Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD:

Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD:

Melaksanakan tugas-tugas kocrdinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Kepala Daerah:
Asisten Sekretaris Daerah selaku wakil koordinator pengelolaan keuangan daerah,
membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat {(3);

Wakil koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya sabagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada koordinator
pengelolaan keuangan daerah.

LN T =

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah:
b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD:

. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah:;

d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD: dan

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala
Daerah.

PPKD selaku BUD berwenang:

a. Menyusun kebijakan dan pedornan pelaksanaan APBD:
b. Mengesahkan PPA-SKPD/DPPA-SKPD:

c. Melakukan pengendaliari pelaksanaan APBD:

d

. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran
kas daerah:

€. Melaksanakan pemuncutan pajak daerah;

. Memantau...... .. /10
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Penyusunan Renstra-SKPD saba

gaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
kepada RPJMD. P yat (1) berpedoman

Pasal 42

Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD
dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu
yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah:
Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari
Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evajuasi pencapaian pelaksanaan program
dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya:

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan can kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur
dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan ‘angsung oleh Pemerintah Daerah
maupun ditempuh dergan mendorong partisipasi masyarakat;

Kewajiban daerah sebagairana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi
Capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

) tahun

Pasal 43

RKPD sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 42 ayal (1) disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan;

Penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya diselesaikan selambat-lambatnya
akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan:

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD

Pasal 44

Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1),

menyusun rancangan KUA;

Penyusunan rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman

pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Pedoman penyusunan AFRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara

lain:

a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan
Pemerintah Daerah;

b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD,;

c. Teknis penyusunan APBD;

d. Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Pasal 45

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud
pasal 44 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris
daerah.

Rancangan KUA dan rancangan FPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan cleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala
daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 46

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan'APBD,

kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan
rak i i :
daerah, dan strategis pembiayaannya. (2) Strategi........ 20
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Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal £1

(1) Bercasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (1), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD:
(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeliuaran jangka

menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi
kerja.

Pasal 52

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maiu yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran
untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari
tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 53

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan

mengintegrasikan seluruh proses nerencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD
untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 54

(1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan
: memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran
dan hasil tersebut;
(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(%) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja.
standar satuan harga dan standar pelayanan minimal:

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan
keputusan Kepala Daerah.

Pasal 55

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan
RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 1
(satu) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama bulan
anggaran berjalan;

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan pada tahun

yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan:

Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian

prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun
yang direncanakan.

Pasal 56

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), memuat rencana
pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi
untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obiek pendapatan,
velanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya;

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang

urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan
dicapai dari program dan kegiatan.
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Pasal 112

_f—'  Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1)
-k berlaku ketentuan dalam Pasal 51 Pasal
o Pasal 57.

52, Pasal 53, Pasal 54 Pasal 55, Pasal 56 dan

Pasal 113

Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dapat
berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan
dari yang telah ditetapkan semula:

Peningkatan atau pengurangan Capaian target kinerja program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD);

Daiam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek,

dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan
perubahan maupun setelah perubahan.

Fasal 114

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan
dalam DPPA-SKPD:

Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat
dilakukan atas persetujuan PPKD:

Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas
persetujuan Sekretaris Daerah:

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan
dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai
dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD:

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar Kegiatan dan antar jenis belanja
dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD;

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
perubahan APBD:

Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 115

Saldo anggaran lebih tahur, sebelumnya merupaxan sisa iebih perhitungan tahun

anggaran sebelumnya;

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108

avat (1) huruf ¢ dapat berupa:

a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui
anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD:

b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

C. Mendanai kenaikan gaji can tuniangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah:

d. Mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 94

e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;

f.

Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang
telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran yang dapat

diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan.

(3) Penggunaan........./36
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Pasal 137

Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar
wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung
pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara
penerimaan pembantu:

Bendatara penerimaan pempantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetcran atas penerimaan yang menjadi tanggung
jawabnya;

Bendahara penerimaan pembantu w3jib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi,
evaluasi dan analisis atas lapnran pertanggungjawaban penerimaan.

atas pertimbangan kondisi geografis

rasal 138

Kepala Daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos
yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan:
Bark, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling
lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima:

Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan
transportasi dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Kepala
Daerah melalui BUD;

Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 139

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke

rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas
tersebut diterima:

Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan

bukti penyetoran dari sefuruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara
penerimaan.

Pasal 140

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi
kKomputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan,
pertriwulan, persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

Pasal 141

32_.: -Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara
penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melakukan penyetoran dan ‘ugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung
Jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD:
Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk
pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;

Apabila bendaharar penesimaan sesudah 3 (tiga ) bu'an belum juga dapat
melaksanakan tugas. maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau
berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera
diusulkan penggantinya.
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1 Setelah tahun anggaran berakhir, pengg

S 45~

Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, vyang
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
SPM.

Pasal 155

Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) paling lama 2(dua)
hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP:

Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) paling
lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.

Pasal 156

Pengguna anggaran/kuasa Pengguna anggaran mengajukan permintaan uang
persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP:

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang
persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU
yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan
sebelumnya;

Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa
BUD dengan menerbitkan SPM-TU:

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan pertanggungjawaban
uang persediaan dan/atau ganti uang persediaan pada akhir kegiatan kepada kuasa
BUD, dengan menerbitkan SPM-GU nihil; '

Pelaksanaan melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Pasal 157

una anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang

menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berjalan.

Pasal 158

Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM vyang diterima dari pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra

kerjanya;

Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama

2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima:

Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:

a. Pengeluaran tersebut melampaui pagu;

b. Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 156 ayat (2).

Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 159

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib  mempertanggungjawabkan
pengguriaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan
kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 1C bulan berikutnya;
Daiarn hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
sesuai, pengguna anggaran menerbitkan  surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban:;

Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah:

Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaraii dana bulan Desember disampaikan paling lambat
tanggal 31 Desember:;

(8) Dokumen........../46




T R T I Wy e i o e AP BT ) Lo W | ARt o g s 37411

=46 <

{ 6) Dokumen pendukung SPP-LS  dapat dipersamakan dengan  bukti
pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihal
_ ketiga;

4 ) Bendahara pengeiuaran pada SKPD waijib mempertanggungjawabkan secara

: fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penge'uaran Xepada PPKD selaku BUD
3 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya:

9 (7) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional
sebagaimana dimaksud vada ayat (6) dilaksanakan setelah diterbitkan surat
pengesahan pertanggungjawabari pengeluaran olen pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran.

Pasal 160

4 Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-
4§ SKPD berkewajiban:

4§ & Meneliti kelengkapan dokumen lasoran pertangaungjawaban dan keabsahan bukti-
4 bukti pengeluaran yang dilampirian:

4 b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang
4 tercantum dalam ringkasan per rincian obyexk:

4 ¢. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek:

o9 d Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode

sebelumnya

Pasal 161

(1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan
3 tingkatan daerah, besaran SKFD, besaran jumiah uang yang dikeiola, beban kerja,
lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;

4 (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaar:
terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;

4 ) Bendahara pengeluaran nemhanti dalam
: bukti pengeluaran yang sah;

4 4 Bendahara pengeluaran pembzntu wajib menyampaikan laporan
l' penanggungjawaban pengeluaran kepada Sendahara peigeiuaran paling |
tanggal 5 bulan berikutnya;

4 ) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan

pertanggungjawaban pengefuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

melakukan nenatansahaan mengaunakan

=i sEma .

= b
alliwag

Pasal 162

4 (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang
3 dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-
: kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
4 2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas
E yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
_ pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan:
4 (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan

dalam berita acara pemeriksaan kas.

Pasal 163

4 Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
A belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan
4 penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

# == »
4 Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi
4 omputer dan‘atau alat elektroni lainnya.

Pasal......... /47
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Pasal 189

Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan,
sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah. kecuali

mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang
Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh:

a. Kepala Daerah untuk jumiah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah);

b. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 190

Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah;

Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal 191

Kepala SKPKD setiap bular. melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Kepala
Daerah;

Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti
penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan =

Bagian Ketiga
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 192

“APemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk

An

@

3

fé(u

memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 193

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 merupakan
investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
belas) bulan atau kurang;

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, merupakan
investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dzri 12 (dua belas) bulan.

Pasal 194

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) terdiri dari
investasi permanen dan non permanen:

Investasi perinanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki
secara berkelanjutan tarba ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk

dimiliki secara tidak berkelarjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik
kembali.

Pasal 195

Pedoman Investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1194 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*

Pasal 196

Investasi jangka pendek yang dilasksanakan dalam rangka manajemen kas, bisa
dilaksanakan tanpa mendapat persstujuan DPRD:;

(2) Investasi.......... /53
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w5
) Investasi jangka pendek sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan
oleh:
a. Kepala Daerah untuk jumiah di atas Rp 50.000.000.000,00
rupiah);
b. Koordinator pengelola keuangan daerah untuk jumlah Rp 30.000.000.000,- (tiga

ouluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah);

c. PPKD/BUD untuk jumlah di bawah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar
rupiah).

(@) Pelaksanaan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dan Kegala Daerah.

(lima puluh milyar

Pasal 197

() Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, dianggarkan
E | dalam pengeluaran pembiayaan:

“#(2) Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

:-li. (3) Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali
dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal
b (Investasi) Pemerintah Daerah:

A Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam kelompok

pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

2 Pasal 198

Pendapatan bunga atas deposito dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah
‘3§ rada jenis lain-lain pendapatan asli daeran yang sah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 199

(1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah:
4(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
Bararg yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis:
Barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil dan Kerja sama
pemanfaatan barang milik daerah:;
c. Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-
undangan;

d. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

oo

Pasal 200

20 Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap
3 barang daerah yang mercakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan,
1 pemindahtanganan dan pengamanan:

() Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri dan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Cadangan

bt i 2t B e il e

Pasal 201

4() Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun angoaran:

(2) Pembentukan.......... /54
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Pasal 236

fetentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan
i Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 237

24(1) Kepala daerah dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok
@ dan fungsinya bersifat operasional dalam menvelenggarakan pelayanan umum.
@l (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
@ a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan masyarakat:
b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian
masyarakat atau layanan umum: dan/atau
C. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi darvatau pelayanan
3 kepada masyarakat;
43 Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan,

pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan obyel
wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.

Pasal 238

‘Hredoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
4 mengacu pada peraturan perundang-undangan.

» BAB XVI
' KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH
DAN DPRD

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 239

4 (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri cari gaji pokok,
tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya:

() Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan
2 peraturan perundang-undangan yang berlaku;

AP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibznarkan menerima penghasilan
atau fasiiitas rangkap dari Negara:

(@) Tunjagan jabatan dan tunjangan (ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
2 dengan ketertuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali
ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan;

e
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Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 240

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan daerah
disediakan masing-masing :

a. Rumah......... /61






=62 -

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana DPRD

Pasal 244

() Pimpinan DPRD disediakan rumah Jabatan yang wajar dan pantas dan kendaraan

dinas jabatan beserta perlengkapannya sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

&An  wakil pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas

Jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

240) Apabila Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya, rumah dan kendaraan dinas

E jabatan serta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan
kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah

41  selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatannya.

@) Apabila Wakil Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas jabatan

b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam

i keadaan baik kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah

@  berhenti dari jabatan.

) Ketua Fraksi, Sekretaris dan Ketua Komisi serta Badan Kehormatan DPRD

4  diseciakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan sesuai dengan

3 kemampuan keuangan daerah.

246 Apabila Ketua Fraksi, Sekretaris dan Ketua Komisi serta Badan Kehormatan DPRD

berhenti dari jabatanya, kendaraan dinas jabatan setagaimana dimaksud pada ayat

: (5) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah

Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatannya.

Bagian Keenam
Biayz Kegiatan DPRD

=
5

Pasal 245

(1) Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran
Sekretariat DPRD.

'__-' () Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tak
#  terpisahkan dari APBD.

40 Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh DPRD dan pertanggungjawaban
3 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 246

-f ) Untuk kelancaran tugas-tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan
belanja pegawai, belanja barangan dan jasa serta belanja modal.

44(2) Besar dan jenis anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
e bedasarkan peraturan yang berlaku.

BAB XVIi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 247
“HHal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
@ pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
Pasal 248

Pada saat berlakunya Peraturar Daerah ini, semua ketentuan Peraturan Daerah dan

-3 Peraturan Pelaksanaannya yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
8 Keuangan Daerah dinyatakan tidak berlaku.
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sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan
oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasamya bertujuan untuk menyelaraskan
kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan
sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintan dan mempersiapkan
kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu,
pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi
sebagaimana diharapkan, vyaitu: (1) dalarn konteks kebijakan, anggaran
memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas
penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran
adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; dan

(3) anggaran menjadi sarana pengendali untuk mengurangi kesenjangan dalam
berbagai hal di suatu daerah.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan
RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD,
Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon

anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Kepala SKPD selanjutny2 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-
SKPD) yang disusur berdasarkan prestasi kerja vang akan dicapai. Rencana
Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutaya
setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini
kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicarzan
pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat

pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya, Pemsrintah Daeranh mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya
kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui APBD yang disetujui DPRD ini terinci
sampai dengan unit organisasi, fungsi, pregram, kegiatan, dan jenis belanja. Jika
DPR[C tidak menyetujui Rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai
keperluan setiap bulan Pemerintan Daerah dapat melaksanakan pengeluaran
daerah setinggi-tinginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya
dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan
daeran adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang
daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan
kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya
mekanisme checks and opalances serta untuk mendorong upaya peningkatan
profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dzpat

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna
kepentingan masyarakat.
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3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk
menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib
menyampaikan pertanggungjawaban, berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2)
Neraca, (3) Laporan Arus Kas dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan
keuangan dimaksud disusun sesuaj dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu
diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak
dapat dipisahkan dari menajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan
pemeriksaan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua

jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara,
yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan
amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan
keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK
Rl akan melaksanakan pemeriksaan atas laparan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang
independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang beriaku
dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran
atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar
akuntansi pemerintahan Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat

dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah
dilaksanakan oleh Inspektorat.

Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan sinergisitas terhadap berbagai
undang-undang tersebut diatas, maka pengelolaan keuangan daerah yang diatur
dalam peraturan daerah ini bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang
bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3  Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan

masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai
keluaran tertentu

Ekonorhis merupakan pemerolehan :nasukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah,
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil

g o """“fm'fh iy T ,‘ G
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Transparan merupakan prirsip  keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab rnerupakan perwujudan kewajiban seseorang atau
satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
* pengendalian sumoer daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
.TI;:

Keadilan  acaiah  keseimbangan  distribusi kewenangan dan
pendanaannya

] Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar
dan proporsional

Ayat (2)  Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)  Cukup Jelas
I Ayat (2)  Cukup Jelas
Ayat (3)

. Huruf a

TAPD mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri

dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
Kebutuhan

Huruf b Cukup Jelas -

Huruf ¢ Cukup Jelas

! Huruf d Cukup Jelas

Huruf e Cukup Jelas

A Ayat (4)

'.‘ Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan
fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun
kebijakan dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

e i p it T
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fPasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

e e
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;—fsai 10 Cukup Jelas

“asal 11

b
-
e
it
i
e

Huruf a Cukup Jelas
Huruf b Cukup Jelas
Huruf ¢ Cukup Jelas
Huruf d Cukup Jelas
Huruf e Cukup Jelas
Huruf f Cukup Jelas

Huruf g Cukup Jelas

Huruf h Cukup Jelas

et Utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah akibat
yang ditimbulkan cari pelaksanaan DPA-SKFD
Hurufj Cukup Jelas

Huruf kK Cukup Jelas

Huruf | Cukup Jelas

Huruf m Cukup Jelas

_ Huruf n Cukup Jelas o
fasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

-}j?asai 14 Cukup Jelas

é?asa[ 15 Cukup Jelas

;j'% basal 16 Cukup Jelas

asal 17

Ayat (1)  Cukup Jelas
Ayat (2)  Cukup Jelas
4 Avar(d)
Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan

Fungsi’Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan
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Apasal 20

Ayat (4)

#Pasal 18

Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)

Apasal 19

3 Pasal 21

Ayat (1)

Ayat (2)

Wy iy 18

Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengar. ketentuan yang telah ditetapkan

Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan
untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas
perekonomiar,

Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian daerah.

Cukup Jelas

Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau

jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau
nilai wajar

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah
pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakan dalam rangka merghasilkan pendapatan tersebut

dan/atau dikurang’ dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam
rangka bagi hasil

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup’Jelas

Cukup Jelas




Pasal 28

Huruf a

Huruf b
‘ Huruf ¢
q Huruf d
; Hurut
1 uruf e
JPasal 29
{pasal 20

Ayat (1)

Ayat (2)
; Ayat (3)
'z Pasal 31

Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)

Ayat (8)

Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang
secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

Cukup Jeias
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan
dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib
diselenggarakan cleh pemerintah daerah

Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, potensi keunggulan daerah, antara lain

pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, perhutanan dan
pariwisata

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan daerah seperti DPRD,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas, Kecamatan, Lembaga Teknis Daerah, dan Kelurahan
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi
yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
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Ayat (3)
Huruf a Cukup Jelas

Huruf b

Penyertaan mnodal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba
pemerintah daerah '

Huruf ¢ Cukup Jelas
Huruf d Cukup Jelas
Ayat (4)  Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

{pasal 39
RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program
kewilayahan

Ypasal 40 Cukup Jelas

Pasal 41 Cukup Jelas

{Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengacu dalam ayat ini adalah untuk tercapainya
sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)
Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan,
menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat
| diwujudkan dalam bentuk rencanan kerja dan capaian prestasi sebagai

tolok ukur kinerjz daerah menggunakan analisis standar pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 43 Cukup Jelas
Pasal 44 Cukup Jelas
Pasal 45 Cukup Jelas
EFasai 46 Cukup Jelas
Pasal 47 Cukup Jelas
?.‘Pasal 48 Cukup}Jelas
Pasal 49 Cukup Jelas

"iPasal 50 Cukup Jelas







Ayat (1)

Ayat (2)

:.Fasal 63
PasaI 64
dPasal 65
Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (8)
Ayat (7)
Pasal 66
Pasal 67

Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 68
Pasal 69

Ypasal 70

~T6 -

Yang dimaksud dengan penjelasan pasal ini acalah pidato pengantar nota
keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut
dokumen pendukungnya.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan mempercleh pengesahan dari Gubernur dalam
dyat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan
daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, keserasiar antara
kepentingan publik dan kepeniingan aparatur, serta meneliti sejauh mana
APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang
lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk
tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan
provinsi dan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan
kepentingan aparatur, serta meneliti sejauh mana APBD tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan

peraturan daerah lainnya
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Hasil evaluasi harus m=anunjukkan dengan jelas hal-hal di dalam APBD
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Cukup Jelas

2

Cukup Jelas

Cukup Jelas




Jasal 71

'-:{Pasai 76

1  Ayat(1)

4
:

. Ayat (2)
fPasal 77

Ayai (1)

R TRE O L P N I A

Ayat (2)

;' Ayat (3)

;Pasal 78
.;“Pasai 79
Pasal 80
.Pasal 81
Pasal 82
Pasal 83
.-. Pasal 84
Pasal 85
':;Pasaf 86
{Pasal 87

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)
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Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Rekening Kas Umum Daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan
uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah

Cukup Jelas

Peraturan daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum
dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 'ebih tinggi

Cukup Jelas

Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur
dengan peraturan perundang-undangan

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang ‘dimaksud dengan perintah pembayaran aaalah perintah
membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran yang sah dari pengguna
anggaran /kuasa pengguna anggaran

Cukup Jelas



Ayat (5)

Ayat (6)
Pasal 88
-4Pasal 89
{Pasal 90
Pasal 91
{Pasal 92
: Pasal 93
{Pasal 94
:Pasal 85

| avat)

Ayat (2)

Pasal 96
Pasal 97
{Pasal 98
‘Pasai 99
Pasal 100

Pasal 101

Pasal 102
{Pasal 1C3
l' Pasal 104
d Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

4Pasal 105

{Pasal 108
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Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dalam nilai rupiah
menggunakan kurs resmi Bank Indonesia

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Yang dimaksud pinak |

: ain seperti pererintah pusat, pemerintah daerah
lainnya, BUMD

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaiksud dengan pro
yang akan direalisir dalam
realisasi

gnosis adalah prakiraan dan penjelasannya
6 (enamn) bulan berikutnya berdasarkan

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
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155 Cukup Jelas

156 Cukup Jelas
157 Cukup Jelas
158 Cukup Jelas
159 Cukup Jelas

160 Cukup Jelas

161 Cukup Jelas
162 Cukup Jelas
163 Cukup Jelas
164 Cukup Jelas
165 Cukup Jelas
166 Cukup Jelas
:sal 167 Cukup Jelas
_jsal 168 Sukup Jelas
asal 169 Cukup Jelas
170 Cukup Jelas
171 Cukup Jelas
172 Cukun Jelas
173 Cukup Jelas

174 Cukup Jelas

175 Cukup Jelas

Fasal 176 Cukup Jelas
hsal 177 Cukup Jelas
178 Cukup Jelas

179 Cukup Jelas
180

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk
tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan
provinsi dan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan
E kepentingan aparatur, serta meneliti sejauh mana APBD tidak

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan
peraturan daerah iainnya




184
185
186
Thsal 187
L 158
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)
asal 189
“asal 190
fasal 191

dasal 192

Pasal 133

Ayat (1)
Ayat (2)

fasal 194

=B

Cukup Jelas

Defisit terjadi apabila jumiah pendapatan tidak cukup untuk menutup
jumlah belanja dalam suatu tahun anggaran

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan piutang daerah jenis tertentu misalnya piutang
pajak daerah.

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Investasi dilakuikan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan

pendapatan daeran dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau

pelayanan masyarakar serta tidak mengganggu likuiditas keuangan
daerah

Karateristik Investasi Jangka pendek adalzh:
a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
b. ditujukan dalam rangka manajemen kas
c. berisiko rendah

Misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal
daerah pada BUMD/atau badan usaha lainnya maupun investasi
permanén lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan
pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Cukup Jelas












fsal 221

bsal 222

Ayat (4)
Jsal 225
fsal 226
-’,asai 227
fsal 228
tsa! 229

Hsal 230

grasai 231
Jsal 232
1sal 233
jisal 234
asal 235

fasal 236

fisal 237
Lsai 238
tsal 239
1ialsa[ 240

hsal 241

lasai 242
isal 243

fisal 244

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengar. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi
kKepada seluruh daerzh dalam ketentuan ini dalem
termasuk pengelslszsn keuangan desa

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
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pelaksanaannya
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al 245
al 246
al 247
al 248

al 249

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
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